BABYV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penerapan sanksi etik terhadap hakim konstitusi yang terbukti
melakukan pelanggaran berat telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama
dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir UU Nomor 7
Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperjelas dalam
peraturan internal Mahkamah Konstitusi yaitu PMK Nomor 1 Tahun 2023
tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Regulasi ini mengatur
mekanisme pemeriksaan, jenis sanksi, serta kewenangan dari Majelis
Kehormatan. Lebih lanjut, sanksi etik berat bagi hakim konstitusi dalam dua
regulasi ini dengan memberikan pemberhentian dengan tidak hormat. Namun,
dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi etik masih dipengaruhi oleh
perdebatan mengenai batasan antara pelanggaran etik dan pelanggaran

hukum serta sejauh mana sanksi etik dapat berdampak pada status hukum.

Sebagaimana Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang
memperlihatkan perluasaan pemaknaan sanksi etik yang diberikan tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya, hakim konstitusi yang
terbukti melakukan pelanggaran berat dijatuhi hukuman pemberhentian
dengan tidak hormat, tetapi Majelis Kehormatan justru memaknai
pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian dari jabatan Hakim Terlapor
sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tanpa mencabut statusnya sebagai hakim
konstitusi. Perluasaan makna ini menimbulkan ambiguitas terhadap regulasi
yang berlaku serta menunjukkan kewenangan dan posisi strategis Majelis
Kehormatan sebagai peradilan etik yang dapat mempengaruhi Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.



5.2.

Saran

1. Perlu adanya penegakan sanksi etik yang lebih tegas dan konsisten,

untuk memastikan efektivitas penerapan sanksi etik, MKMK harus
menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
adanya interpretasi yang berpotensi melemahkan sanksi bagi
hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Kepastian
hukum dalam penegakan etik menjadi hal yang penting untuk

menjaga kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi.

. Melakukan evaluasi kewenangan MKMK dalam menafsirkan sanksi

etik, mengingat dalam putusan MKMK Nomor
02/MKMK/L/11/2023 terjadi perluasan makna sanksi agar tidak
terjadi penyimpangan dalam penerpan sanksi. Evaluasi ini dapat
dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan, terutama
dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi sehingga sanksi yang dijatuhkan tetap sesuai

dengan norma hukum yang berlaku
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